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Abstract 

 
This research project focuses on implementing electronic courts and litigation processes within 
district and religious courts in the Special Region of Yogyakarta. The research approach utilized 
integrates both normative and empirical legal research methodologies. The research findings 
indicate that implementing the e-court and e-litigation system is effective. It is essential to 
strengthen accountability and transparency within the e-court and e-litigation system to establish 
an independent and impartial electronic justice system. This can be accomplished by improving 
several key areas: the quality assurance of electronic justice, the independence and impartiality 
of judges within an electronic framework, the implementation of an electronic-based registrar 
system, the recording of trials electronically, ensuring data security, and providing unlimited 
access across both space and time. 
 
Keywords: Electronic Courts; Electronic Litigation Processes; Accountability and Transparency; 

Data Security. 
 

Abstrak 
 

Proyek penelitian ini berfokus pada implementasi pengadilan elektronik dan proses litigasi dalam 
pengadilan negeri dan pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian 
yang digunakan mengintegrasikan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-court dan e-litigation efektif. Namun, 
penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam sistem e-court dan e-litigation 
untuk membangun sistem peradilan elektronik yang independen dan tidak memihak. Hal ini dapat 
dicapai dengan meningkatkan beberapa aspek utama, seperti jaminan kualitas peradilan elektronik, 
independensi dan ketidakberpihakan hakim dalam kerangka elektronik, pelaksanaan sistem 
panitera berbasis elektronik, perekaman sidang secara elektronik, memastikan keamanan data, dan 
menyediakan akses tanpa batas dalam hal ruang dan waktu. 
 
Kata Kunci: Pengadilan Elektronik; Proses Litigasi Elektronik; Akuntabilitas dan Transparansi; 

Keamanan Data 
 
 
 
 
 
 

 
1 Artikel ini merupakan hasil Penelitian Terapan Kolaboratif Dalam Negeri yang didanai oleh Lembaga Riset dan 
Inovasi (LRI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021. 
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A. Pendahuluan 

Sistem peradilan modern adalah sistem peradilan/penegakkan hukum yang dilakukan oleh 
lembaga kekuasaan kehakiman dengan pendekatan digital atau berbasis pada penggunaan 
teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Modernisasi ini tentu dilatarbelakangi oleh 
perkembangan TIK yang sangat cepat dan merubah berbagai sistem peradilan di dunia, termasuk 
Indonesia. Beberapa istilah baru muncul dalam dunia peradilan, seperti: the electronic justice 
system, electronic court (e-court), electronic judiciary (e-judiciary), electronic justice (e-justice), 
electronic litigation (e-litigation), semua istilah ini terkait dengan penggunaan TIK dalam dunia 
peradilan. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia juga 
membangun arah baru menuju sistem peradilan berbasis TIK (the electronic justice system) dengan 
menggunakan dua pendekatan utama, yaitu e-court/e-judiciary dan e-litigation/e-justice. Pada 
tahun 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 
2018 tentang peradilan elektronik (e-Court) yang di dalamnya meliputi pendaftaran perkara secara 
elektronik (e-filing), pembayaran panjar perkara secara elektronik (e-payment) dan pemanggilan 
serta pemberitahuan kepada pihak berperkara secara elektronik (e-Summons). Perma No.3/2018 
kemudian dirubah dengan terbitnya Perma No. 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang memasukkan skema persidangan elektronik (e-
litigation). 

Perma No.1/2019 ini merupakan inovasi pembaharuan dalam bidang peradilan yang 
berdampak luas terhadap sistem persidangan dan pola perilaku hakim dalam memeriksa, 
mengadili, memutus sengketa. Perma ini menjawab kebutuhan inovasi peradilan yang modern dan 
berbasis teknologi informasi untuk menyelesaikan perkara secara cepat-akurat, efektif dan efesien. 
Sekaligus menjadi solusi alternatif atas penumpukan perkara yang selama ini menjadi beban 
peradilan yang tak pernah selesai. TIK dinilai sebagai peralatan penting dalam efektivitas dan 
efisiensi manajemen kasus yang efektif sekaligus mengurangi tumpukan kasus yang menjadi 
persoalan peradilan di seluruh dunia (Taher & Jamaluddin, 2022), termasuk Indonesia. Artinya 
dengan hadirnya gerakan reformasi peradilan melalui pembangunan sistem e-court dan e-litigation 
ini akan memudahkan pencari keadilan untuk menyelesaikan kasusnya secara cepat-akurat, efektif 
dan efisien. Cepat-akurat dalam arti prosesnya cepat dan penggunaan TIK secara teliti, seksama, 
cermat, dan tepat. Efektif terkait dengan memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan proses 
peradilan (misalnya efektif dalam menghadirkan saksi dan ahli dalam proses persidangan 
elektronik), sementara itu efisien terkait dengan penggunaan waktu, tenaga, biaya yang tepat dan 
sesuai sasaran (misalnya biaya terjangkau, prosesnya sederhana), dan lainnya. 

Dengan diluncurkannya sistem e-court dan e-litigation tersebut, Mahkamah Agung dan badan 
peradilan di bawahnya telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah 
praktik pelayanan keperkaraan di pengadilan dan juga persidangan dapat dilakukan secara 
elektronik (Retnaningsih et al., 2020). Namun, dalam praktiknya para pihak yang bersengketa pada 
peradilan agama dan peradilan umum diberikan hak untuk memilih e-court atau konvensional. 
Ketika sudah memilih e-court pun, para pihak juga diberikan hak apakah menyelesaikan 
sengketanya dengan e-court + e-litigation atau e-court tanpa e-litigation. Artinya dalam praktek 
e-litigation dapat dipisahkan atau disatukan dengan sistem e-court secara umum. Pandangan Dory 
Reiling dan Francesco Contini (2022) bahwa sistem e-court dan e-justice yang terintegrasi dengan 
alur informasi pertukaran data dan prosedur peradilan yang dikelola secara elektronik semakin 
menjadi cara untuk menangani kasus pada peradilan modern. 

Ronald van den Hoogen (2008) menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus 
terpenuhi agar sistem hukum menjadi lebih baik dengan penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi secara profesional (e-court/e-judiciary): equal access (kesetaraan akses sistem 
digital), continuity (keberlanjutan), quality of information (kualitas informasi), reliability 
(keandalan data), freedom of the press (keterbukaan akses informasi bagi media massa), public 
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accessibility (keterlibatan publik dalam sistem digital), online publishing (dipublikasikan secara 
online), transparency (transparansi sistem), computerized administration of justice (jaminan 
keadilan administrasi berbasis digital), expeditious handling (peradilan yang cepat), chain-
computerisation (komunikasi antar lembaga dalam sistem digital), equality (persamaan pihak-
pihak yang berperkara), dan right to attend (justifikasi keputusan melalui digital). 

Keberadaan e-court dan e-litigation memberikan angin segar bagi reformasi peradilan, 
setidaknya beberapa poin penting: yaitu, pertama, digitalisasi administrasi dan fungsi peradilan 
sangat diperlukan dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih baik kepada pencari 
keadilan, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu; kedua, memodernisasi teknologi informasi 
administrasi dan persidangan sistem peradilan telah membuktikan bahwa Pengadilan semakin 
akuntabel dan transparan; ketiga, dengan digitalisasi administrasi peradilan yang baik, telah 
menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyediakan akses keadilan yang lebih baik bagi para 
pencari keadilan (Satriawan & Lailam, 2019). Hal ini juga akan memberikan akses keadilan yang 
lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas untuk memenuhi 
hak atas akses keadilan dan hukum secara langsung (Putrijanti & Wibawa, 2020). Pada sisi yang 
lain, terdapat tantangan terkait keamanan dan kerahasiaan data dan masih lemahnya kemampuan 
TIK para penegak hukum (Kharlie & Cholil, 2020). 

Selain itu, sistem e-court dan e-litigation membuka ruang terbuka bagi modernisasi 
manajemen perkara, akuntabilitas dan transparansi peradilan menjadi lebih baik. Akuntabilitas 
sistem peradilan elektronik ini terkait dengan performa kekuasaan kehakiman yang bertujuan 
mewujudkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta membangun kepercayaan masyarakat 
akan performa lembaga peradilan dan putusan hakim. Akuntabilitas merupakan landasan penting 
bagi negara hukum dan membuat putusan otoritas kehakiman menjadi lebih dihormati 
(Chandranegara, 2019). Sementara itu, transparansi berkontribusi sangat baik terhadap perubahan 
kinerja peradilan dan hakim, transparansi bukan hanya terkait aksesibilitas, tetapi juga tentang 
kemampuan untuk menemukan dan memahami informasi yang dapat diakses (Kosař & Spáč, 
2018). Akuntabilitas dan transparansi harus mampu mendorong independensi dan imparsialitas 
peradilan dan hakim serta menentukan kualitas putusan hakim yang dihormati oleh para pihak dan 
masyarakat umum. 

Pentingnya membangun modernisasi peradilan dalam peradilan elektronik menjadi dasar 
penelitian ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian 
sebelumnya, yaitu: (1) Iwan Satriawan dan Tanto Lailam (2019), Digitalization of Court 
Administration and Access to Justice: The Experience of the Indonesian Judiciary, penelitian ini 
memfokuskan pada persoalan akses keadilan dalam sistem e-court. (2) M. Beni Kurniawan (2020), 
penelitian yang berjudul “Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in 
Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law” ini memfokuskan pada penerapan 
persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara perdata pada lembaga peradilan di Indonesia 
(Kurniawan, 2020). 

Beberapa peneliti di atas membahas persoalan penerapan e-court dan e-litigation, dan tidak 
memfokuskan pada persoalan implementasi akuntabilitas dan transparansi. Persoalan akuntabilitas 
dan transparansi ini menjadi penting mengingat e-court merupakan sistem baru bagi dunia 
peradilan di Indonesia dan masyarakat pencari keadilan, terutama pada pengadilan negeri dan 
pengadilan agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Akuntabilitas dan 
transparansi e-court dan e-litigation ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara komprehensif, 
mengingat masih banyaknya persoalan regulasi, manajemen kasus elektronik, timpang tindih 
kewenangan, dan kurangnya profesionalisme yang mengiringi perjalanan sistem ini. Untuk itulah 
penelitian transparansi dan akuntabilitas pada pengadilan negeri dan pengadilan agama di wilayah 
DIY ini dilakukan, dengan harapan agar e-court dan e-litigation mampu mendorong terciptanya 
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peradilan yang menjadi kebanggaan masyarakat, proses yang cepat-akurat, efektif dan efisien, 
serta putusan hakim yang berkeadilan. 

 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian bidang hukum, yang berkontribusi pada pengembangan 
modernisasi sistem peradilan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi di 
pengadilan negeri/umum dan pengadilan agama di wilayah hukum DIY, khususnya dalam 
implementasi e-court dan e-litigation. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan 
empiris, pendekatan normatif dilakukan dengan studi pustaka (library research) dengan 
mengutamakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan studi literatur 
(jurnal, buku, hasil penelitian, dan lainnya) (Mukhtar & Lailam, 2021). Sementara penelitian 
hukum empiris dilakukan untuk mengkaji langsung data-data primer dari praktik hukum 
pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam implementasi peradilan elektronik. Selain itu juga 
dilakukan focus group discussion yang membahas mengenai pelaksanaan e-court dan e-litigation 
dengan menghadirkan seluruh ketua/wakil ketua pengadilan negeri dan agama di DIY, advokat, 
dan akademisi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, artinya data 
yang diperoleh akan dikonstruksikan dan dinilai berdasarkan kriteria akuntabilitas dan transparansi 
sistem peradilan. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 

1. E-Court dan E-Litigation pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama 

Modernisasi peradilan melalui penerapan peradilan dan persidangan elektronik yang 
diprakarsai oleh Mahkamah Agung telah diterapkan di hampir seluruh pengadilan negeri dan 
pengadilan agama di Indonesia, termasuk di wilayah DIY. Pengadilan negeri dan agama memiliki 
peran penting dalam mendukung pembangunan sistem e-court dan e-litigation. Penerapan ini 
sejalan dengan perkembangan TIK di DIY, yang memiliki indeks pembangunan TIK sebesar 7,09, 
menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta dan jauh di atas rata-rata 
nasional sebesar 5,59. Dengan kondisi ini, infrastruktur TIK sebagai pendukung utama 
pelaksanaan e-court dan e-litigation di pengadilan umum maupun agama di DIY sudah 
berkembang dengan baik. Namun, di Pengadilan Negeri wilayah hukum DIY, pelaksanaan e-court 
dan e-litigation saat ini baru mencakup kasus-kasus perdata, sementara pengembangan untuk 
kasus pidana masih terus berlangsung. Data terkait implementasi e-court dan e-litigation di 
pengadilan negeri di wilayah DIY dapat dilihat dalam Tabel 1 dan 2. 

 
Tabel 1. 

Jumlah Kasus e-Court dan e-Litigation pada Pengadilan 
Negeri di Provinsi DIY 

No. Pengadilan Negeri  2020 2021 

E-Court E-Litigation E-Court E-Litigation 

1. Pengadilan Negeri Sleman 679 100 919 83 

2. Pengadilan Negeri Yogyakarta 475 13 513 28 

3. Pengadilan Negeri Wonosari 119 10 244 2 

4. Pengadilan Negeri Bantul 90 4 413 33 

5. Pengadilan Negeri Wates 83 2 186 18 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020 dan 2021, dan Laporan 
tahunan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates pada tahun 2020 dan 2021 
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Tabel 2. 
Sebaran Jenis Kasus e-Court pada Pengadilan 

Negeri di Provinsi DIY pada tahun 2021 
   

 
Berdasarkan data yang diuraikan, sebaran jenis kasus pada masing-masing pengadilan negeri 

di wilayah hukum DIY menunjukkan variasi yang menarik. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri 
Sleman pada tahun 2021, terdapat 919 perkara yang menggunakan sistem e-court. Perkara-perkara 
tersebut terdiri atas 298 perkara perdata gugatan, 589 perkara perdata permohonan, 27 perkara 
gugatan sederhana, dan 5 perkara perdata bantahan/perlawanan. Selain itu, sistem e-litigation di 
pengadilan ini mencatat 83 perkara yang semuanya merupakan kasus perdata gugatan. 

Sementara itu, data dari Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun yang sama menunjukkan 
adanya 513 perkara e-court, yang terdiri atas 168 perkara gugatan, 334 perkara permohonan, 9 
perkara gugatan sederhana, dan 2 perkara bantahan. Sedangkan perkara e-litigation tercatat 
sebanyak 28 perkara. 

Berdasarkan data dari kedua pengadilan negeri dengan jumlah perkara terbanyak di wilayah 
hukum DIY, dapat disimpulkan bahwa jenis perkara yang paling dominan adalah perkara 
permohonan dan gugatan. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan signifikan dalam penggunaan 
sistem e-court dan e-litigation oleh masyarakat pencari keadilan, mencerminkan antusiasme dan 
kepercayaan publik terhadap modernisasi peradilan berbasis teknologi. 

Sementara itu, berdasarkan tabel di bawah ini data kasus pada pengadilan agama di wilayah 
hukum DIY juga terlihat peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan, lihat Tabel 3 dan 4. 

 
Tabel 3. 

Jumlah Kasus e-Court dan e-Litigation pada Pengadilan 
Agama di Provinsi DIY 

 

No. Pengadilan Agama Gugatan Permohonan Bantahan Gugatan 
Sederhana 

Jumlah 

1. Pengadilan Negeri 
Sleman 

298 589 5 27 919 

2. Pengadilan Negeri 
Yogyakarta 

168 334 2 9 513 

3. Pengadilan Negeri 
Wonosari 

44 179 1 20 244 

4. Pengadilan Negeri 
Bantul 

128 241 1 43 413 

5. Pengadilan Negeri 
Wates 

38 144 - 4 186 

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021 

No. Pengadilan Agama 2020 2021 

E-Court E-Litigation E-Court E-Litigation 

1. Pengadilan Agama Bantul 288 4 617 28 
2. Pengadilan Agama Sleman 447 23 541 8 
3. Pengadilan Agama Yogyakarta 177 18 230 55 
4. Pengadilan Agama Wonosari 103 1 103 17 
5. Pengadilan Agama Wates 94 20 115 8 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2020 dan 2021, 
Laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates pada tahun 2020 
dan 2021 
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Tabel 4. 
Sebaran Jenis Kasus e-Court pada Pengadilan 

Agama di Provinsi DIY pada tahun 2021 
   

Berdasarkan data tersebut diatas (tabel 3) terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari 
tahun 2020 ke tahun 2021, hal ini tentu menunjukkan bahwa sistem e-court and e-litigation pada 
pengadilan negeri dan pengadilan agama di DIY sudah mendapatkan tempat dan kepercayaan di 
tengah masyarakat. Sementara itu, pada tabel 4 pada semua pengadilan agama menunjukkan 
bahwa kasus yang paling banyak mendaftar pada sistem e-court adalah gugatan dan permohonan. 
Gugatan terkait kasus cerai gugat, cerai talak, harta bersama, pencabutan kekuasaan orang tua, izin 
poligami, dan ekonomi syariah, dan lainnya. Sementara kasus permohonan pada pengadilan agama 
meliputi: perwalian, penetapan ahli waris, dispensasi kawin, itsbat nikah, asal-usul anak, dan lain 
sebagainya. 

Perkembangan jumlah kasus melalui jalur e-court dan e-litigation yang sangat signifikan pada 
peradilan umum dan pengadilan agama di wilayah hukum DIY tentu dilatarbelakangi adanya 
jaminan bahwa sistem tersebut merupakan sistem peradilan modern yang cepat-akurat, efektif, dan 
efisien. Tentu sudah mulai terbangun kepercayaan masyarakat terkait pelaksanan sistem ini. Selain 
itu, tentu faktor Covid-19 yang menyebabkan pembatasan pertemuan langsung (offline) bagi para 
pihak-pihak yang bersengketa di ruang sidang. Namun, upaya mencari keadilan tetap dilakukan. 
Hasil penelitian Dory Reiling dan Francesco Contini (2022) menyampaikan bahwa pandemi 
Covid-19 memberikan dampak terhadap penguatan sistem e-court yang lebih efektif. Dalam 
konteks akuntabilitas dan transparansi, sistem e-court dan e-litigasi sudah dilakukan dengan cukup 
baik, beberapa kegiatan e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation pada pengadilan negeri 
dan agama telah tersedia informasinya dan dapat diakses oleh publik melalui website, dan pojok-
pojok e-court pada peradilan agama dan negeri, termasuk mengadakan berbagai kegiatan untuk 
sosialisasi sistem baru ini kepada advokat dan pengguna pengadilan lainnya. Selain itu, sistem 
informasi penelusuran perkara pada setiap pengadilan negeri dan agama juga sudah tersedia. 
Namun, hal ini tetap memerlukanpenyempurnaan terhadap sistemnya. 

Dari peningkatan jumlah perkara yang signifikan dalam pelaksanaan e-court dan e-litigation 
di pengadilan negeri maupun agama, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas 
implementasinya. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Dr. H. Insyafli, S.HI, (2022) 
mengidentifikasi beberapa masalah dalam penerapan sistem ini di wilayah PTA Yogyakarta. 

Pertama, pada fitur e-filing, terdapat beberapa kendala seperti advokat yang belum siap 
dengan dokumen asli pada sidang pertama dan harus terus diingatkan, serta pengguna non-advokat 
yang tidak dapat membuat akun secara mandiri sehingga admin pengadilan harus membantu 
pendaftarannya. 

No. Pengadilan Agama Gugatan Permohonan Gugatan 
Sederhana 

Jumlah 

1. Pengadilan Agama 
Bantul 

546 71 - 617 

2. Pengadilan Agama 
Sleman 

471 65 1 541 

3. Pengadilan Agama 
Yogyakarta 

194 36 - 230 

4. Pengadilan Agama 
Wonosari 

93 10 - 103 

5. Pengadilan Agama 
Wates 

101 14  115 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2020 dan 2021, 
Laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates pada tahun 2020 
dan 2021 
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Kedua, pada e-payment, terdapat persoalan teknis, seperti nomor pembayaran virtual account 
yang sering tidak ditemukan sehingga pengguna tidak dapat mengunduh salinan putusan, menu 
kekurangan biaya yang tidak dapat ditagih melalui aplikasi, serta belum adanya fitur untuk 
menangani perkara prodeo di beberapa pengadilan agama. 

Ketiga, pada e-summons, keluhan mencakup undangan sidang yang hanya mencantumkan 
nomor perkara tanpa nama pihak, panggilan via email yang sering masuk folder spam, dan 
panggilan untuk ikrar talak yang masih dilakukan secara manual. 

Keempat, pada e-litigation, terdapat keterbatasan dalam menangani kuasa substitusi ketika 
kuasa utama berhalangan hadir, sehingga jadwal persidangan terganggu. 

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., 
(2022) menyoroti persoalan internal dan eksternal dalam implementasi e-court. Persoalan 
internal meliputi perencanaan manajerial yang kurang matang, lemahnya koordinasi serta 
monitoring dan evaluasi, tumpang tindih kewenangan antar bagian, dan keterbatasan sumber daya 
manusia yang belum profesional. Persoalan eksternal mencakup minimnya anggaran, perubahan 
kebijakan secara global, luasnya wilayah geografis yang harus dilayani, dan kurangnya 
infrastruktur pendukung. 

Berdasarkan pandangan di atas, terdapat beberapa poin evaluasi terkait pelaksanaan e-court 
dan e-litigation pada pengadilan negeri dan agama di wilayah hukum DIY. Pertama, sistem 
manajemen perkara elektronik (electronic case management system) memegang peranan penting 
sebagai garda terdepan dalam menciptakan sistem peradilan yang terpercaya. Semua data dan 
aktivitas e-court dan e-litigation menjadi tanggung jawab tim manajemen perkara elektronik. 
Namun, kendala seperti proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan pelaksanaan sidang 
menunjukkan masih adanya kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem 
ini. Perangkat lunak e-court dan e-litigation perlu diperbaiki agar lebih responsif terhadap 
kebutuhan pengguna, misalnya melalui fitur otomatisasi yang dapat mencegah kesalahan teknis 
seperti pembayaran yang kurang. 

Kedua, kebijakan peradilan terkait pembangunan teknologi informasi dan komunikasi masih 
perlu disempurnakan. Masalah seperti kestabilan jaringan internet sering kali menjadi hambatan. 
Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2021), meskipun 73,7% 
masyarakat Indonesia telah terjangkau internet, masih ada sekitar 70 juta orang yang belum 
memiliki akses, termasuk di lebih dari 12.500 desa. Kendala geografis ini harus menjadi perhatian, 
meskipun di masa depan diprediksi internet akan menjangkau seluruh pelosok negeri. 

Ketiga, aspek sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Hakim, advokat, dan 
administrator sering kali belum terbiasa dengan sistem e-court dan e-litigation yang kompleks. 
Untuk menciptakan sistem peradilan yang modern, akuntabel, dan transparan, diperlukan 
peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, termasuk keterlibatan ahli teknologi 
informasi. Jika hakim kurang memahami teknologi dengan baik, hal ini dapat memengaruhi 
penyelesaian kasus, penemuan hukum, hingga kualitas putusan. 

Keempat, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting. Penyediaan anggaran, perangkat 
lunak, internet, server, dan komputer merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang 
pelaksanaan sistem ini. Keterbatasan infrastruktur sering kali menjadi kendala dalam 
mengoptimalkan implementasi e-court dan e-litigation. 

Kelima, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. 
Kepercayaan masyarakat, termasuk para advokat dan pihak-pihak terkait, menjadi penentu utama 
efektivitas e-court dan e-litigation. Faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan ini mencakup 
kualitas informasi elektronik yang harus mudah diakses dan jelas, keakuratan data yang tersedia 
pada sistem, serta kemudahan akses publik terhadap e-court dan e-litigation tanpa dibatasi ruang 
dan waktu. Jika kelebihan sistem elektronik terletak pada efektivitas waktu, maka harus dibuktikan 
bahwa prosesnya benar-benar lebih cepat dan efisien dibandingkan peradilan konvensional. 
 



 
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 53 No.1, Maret 2024, Halaman 45-55 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 

52 

2. Penguatan Peradilan dan Persidangan Elektronik 

Perkembangan jumlah kasus e-court dan e-litigation ke depan akan semakin meningkat, tentu 
hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 
meningkat di Indonesia. Pada sisi yang lain, kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan 
transformasi sistem peradilan e-court dan e-litigation yang mampu menyelesaikan kasus cepat dan 
akurat, efektif dan efisien semakin meningkat. Mengingat bahwa modernisasi peradilan pada 
Mahkamah Agung mulai di desain secara matang sejak 2018 (e-court) dan 2019 (e-litigation) 
membutuhkan integrasi sistem peradilan dan perkembangan teknologi informasi. Ada beberapa 
hal yang perlu ditekankan dalam pengembangan sistem e-court dan e-litigation yang ideal dalam 
rangka membangun peradilan yang modern, transparan dan akuntabel kedepan. 

Peradilan modern mengacu pada sistem yang mampu beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di era Smart Society 5.0, yang menempatkan 
manusia sebagai komponen utama di tengah kemajuan teknologi. Akuntabilitas peradilan 
diwujudkan melalui administrasi perkara elektronik dan persidangan elektronik, yang 
menghasilkan jejak digital permanen yang dapat diakses kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. 
Dalam negara hukum yang demokratis, akuntabilitas menjadi penyeimbang prinsip independensi 
peradilan (Lailam, 2015). Sistem e-court dan e-litigation memerlukan transparansi untuk 
menciptakan kepercayaan masyarakat, menjamin independensi serta imparsialitas hakim, dan 
meningkatkan kecepatan persidangan dengan kualitas putusan yang lebih baik dan berkeadilan. 

Sistem e-court dan e-litigation memberikan dampak signifikan terhadap kualitas keadilan, 
baik dari segi sistem, proses peradilan, maupun putusan hakim. Sistem ini harus dijamin 
independensi dan imparsialitasnya, mulai dari manajemen, administrator, hingga para hakim. 
Independensi ini mencakup nilai institusi (institutional-type definition) serta pola dan tingkah laku 
hakim (performance-based definition) (Satriawan & Lailam, 2021). Sistem juga harus menjamin 
akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pedesaan atau 
memiliki keterbatasan fisik, dengan didukung oleh infrastruktur teknologi informasi seperti 
fasilitas Wi-Fi gratis di ruang publik. Kualitas keadilan dalam proses e-litigation harus terjamin 
mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pengunggahan dokumen, hingga persidangan 
elektronik, tanpa menciptakan persoalan ketidakadilan baru seperti masalah jaringan atau 
kesalahan sistem. 

Independensi dan imparsialitas hakim menjadi lebih terjamin dalam sistem e-litigation karena 
perilaku hakim terekam secara elektronik. Rekaman ini dapat digunakan untuk mengevaluasi 
integritas dan profesionalisme hakim dalam memutus perkara. Dengan transparansi yang lebih 
tinggi, hakim dituntut untuk bersikap amanah dan bertanggung jawab, karena keputusan mereka 
dapat diawasi dan dikaji oleh publik. Panitera pengganti juga memiliki peran penting dalam 
mencatat proses persidangan dan mengetik putusan. Dengan hadirnya e-litigation, akuntabilitas 
dan transparansi panitera meningkat melalui perekaman dan transkrip elektronik. Sistem ini 
mendukung pengelolaan arsip yang efektif, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 
masyarakat, dan mendorong modernisasi pengadilan. 

Teknologi informasi memungkinkan semua aktivitas dalam e-litigation direkam sebagai 
electronic records. Rekaman ini tidak hanya menjadi arsip digital yang akurat dan andal, tetapi 
juga dapat diakses oleh pihak berperkara maupun publik. Akses publik terhadap rekaman, 
misalnya melalui media sosial atau platform daring lainnya, meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi peradilan (Issa & Wamukoya, 2018). Namun, keamanan data menjadi tantangan besar 
dalam sistem e-litigation di tengah maraknya kasus peretasan di Indonesia. Pengadilan harus 
memastikan perlindungan terhadap data elektronik agar tidak terjadi manipulasi atau kehilangan 
informasi penting yang dapat memengaruhi proses hukum. 

Sistem e-litigation juga harus memungkinkan semua pihak untuk mengakses proses perkara 
kapan saja melalui platform daring seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem 
ini, yang sudah diterapkan di pengadilan agama dan negeri wilayah DIY, menyediakan informasi 
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lengkap terkait status kasus dan putusan pengadilan. Ke depan, perlu ada jaminan atas kecepatan 
pembaruan informasi oleh administrator peradilan yang independen dan imparsial. Dengan 
implementasi sistem peradilan elektronik yang modern dan transparan, kualitas keadilan, 
akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terus ditingkatkan. 

 
D. Simpulan dan Saran 

Peradilan dan persidangan elektronik telah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat 
untuk mendapatkan akses ke keadilan yang cepat, akurat, efektif, dan efisien. Pengadilan negeri 
dan pengadilan agama di DIY telah menggunakan sistem ini dengan baik. Namun, sebagai sistem 
yang relatif baru, pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal, terutama karena para penegak hukum 
memiliki keterbatasan dalam memahami dan menyesuaikan diri. Beberapa tantangan yang 
dihadapi termasuk aspek sistem manajemen perkara elektronik. Sistem ini berfungsi sebagai garda 
terdepan dalam menjamin integritas data dan operasi e-court dan e-litigation, tetapi masih 
menghadapi sejumlah masalah teknis. Selain itu, pembangunan teknologi informasi yang belum 
sempurna dan kebijakan peradilan sering menyebabkan masalah seperti kestabilan jaringan 
internet. 

Sumber daya manusia dari hakim, advokat, dan administrator pengadilan yang belum 
sepenuhnya profesional juga menjadi hambatan. Selain itu, kebutuhan akan dana yang memadai 
serta ketersediaan perangkat lunak, infrastruktur teknologi, dan jaringan internet adalah masalah 
sarana dan prasarana yang signifikan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini adalah 
komponen terakhir yang sangat penting untuk keberhasilannya. Di tengah pesatnya kemajuan 
teknologi, kepercayaan para pihak, termasuk publik dan advokat, terhadap sistem elektronik ini 
sedang diuji. 

Langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi e-court dan e-litigation termasuk meningkatkan kualitas keadilan elektronik, 
menjamin independensi dan integritas hakim secara elektronik, menerapkan sistem kepaniteraan 
berbasis elektronik, memastikan keamanan data, dan memberikan akses tanpa batas waktu dan 
ruang bagi para pihak. Pengadilan agama dan pengadilan negeri DIY diharapkan dapat 
berkembang menjadi lembaga peradilan yang independen dan independen sesuai dengan kemajuan 
teknologi informasi. 

E-court dan e-litigation dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan di 
Indonesia. Namun, untuk mencapai hal ini, desain yang matang dan integrasi yang kuat dengan 
teknologi informasi dan komunikasi diperlukan. Hal ini termasuk manajemen perkara, 
pengembangan sumber daya manusia, penguatan perangkat lunak, jaminan keamanan data, dan 
aspek lainnya yang terintegrasi dalam kerangka hukum tertentu, seperti undang-undang yang 
dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan sistem peradilan elektronik secara keseluruhan. 
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